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Judul Skripsi : T INDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR PENEGAK 
HUKUM D A L A M MEMBERANTAS JUDI DI 
PALEMBANG 

Penulis, Pembimbing, 

A. Fahreza Putra Mulyadi Tanzili. SH., MH. 

A B S T R A K 

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam 

memberantasjudi di Palembang ? 
2. Apa hambatan tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam 

memberantasjudi di Palembang ?. 
Jenis Peneiitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis 

peneiitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan peneiitian hukum yaitu 
peneiitian hukum soslologis empiris, yang bersifat deskriptif atau 
menggambarkan. 
Adapun jenis data yang digunakan dalam peneiitian ini adalah data sekunder yang 
terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang 
terkait, jumal, hasil peneiitian, artikel dan buku-fauku lainnya. Data yang berasal 
dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara 
Iain : 

a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum yang mempunyai otoritas (aulhoritatif) yang terdiri dari 
peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 
11 tahun 2008 tentang Ttransaksi Informasi Elektronik. 

b. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 
peneiitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Polrestas Palembang. 
Dalam peneiitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
melalui studi kepustakaan {library research) yaitu peneiitian untuk mendapatkan 
data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber 
kepustakaan, seperti literatur, hasil peneiitian serta mempelajari bahan-bahan 
tertulis yang ada kailannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-
buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang 
terkait dalam penulisan skripsi ini. 
Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru 
kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu 
dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, Iogis, lidak tumpang tindih, dan 
efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. 
Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpuian 
dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku 
khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal 
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yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil 
analisis tersebut dapat mer\jawab permasalahan dalam peneiitian. 

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkut paut 
dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tindakan polisi sebagai aparatur penegak bukum dalam memberantas 
judi di Palembang, ya i tu : 
a. Tindakan preventif dengan cara melakukan pembinaan kamtibmas 

secara liingsung kepada masyarjikat; 
b. Tindakan represif apabila tindak pidana perjudian tersebut 

tertangkap tangan atau berdasarkan laporan masyarakal. 
2. Hambatan tindakan polisi sebagai aparatur penegak bukum dalam 

memberantasjudi di Palembang, antara lain : 
a. Kurangnya kcsadaran bukum masyarakat sehingga perjudian sudah 

menjadi budaya discbagian masyarakal; 
b. jumlah Polisi sebagai aparatur penegak hukum masih sangat 

terbatas dibondingkan dengan wilayah yang harus dijangkau; 
c. Jenis Perjudian berkembang sejalan dengan perkembangan 

Teknoiogi. 
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B A B I 

P E N D A H U L U A N 

A . Latar Belakang 

Seiring dengan kcmajuan luidaya dan teknoiogi akan membawa suatu 

Negara itu mcnuju kcsejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya dengan 

adanya kcmf\)uan tersebut pulalah prilaku manusia dalam hidup bcrmasyarakat 

dan bemegara justru semakin kompkeks dan bahkan multi kompleks. 

Apabila dilihat dari segi hukumnya, pastilah ada prilaku yang dapat 

dikelompokan sesuai dengan norma dan prilaku yang bcrtentangan dengan 

norma alau biasanya disebut penyelewengan terhadap norma, biasanya akan 

merugikan masyarakat bahkan tidak jarang seringkali menimbulkan masalah 

dibidang hokum kliususnya hukum pidana 

Dengan kata Iain suatu Negara telah mencapai kcsejahteraan dan 

kemakmuran tiduk lupul dari adanya kejahatan dan kejahalan tersebut akan 

meningkat pula. Ini terbukti bahwa kejahatan itu hanya dapat dicegah serta 

dikurangi saja, tetapi sangat sulit untuk diberantas 

Ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat 

dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan 

norma. Perilaku yang lidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan 

permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat." 

Muhammad Tuwah dan Solehun, 2000, Sekolah Gratis, PT Rambang Palembang, 
him 15. 
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Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut penyelewengan 

terhadap norma yang telah disepakati lemyata menyebabkan terganggunya 

ketertiban dan ketcntraman kchidupan manusia. Penyelewengan yang 

demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan 

bahkan sebagai suatu kejahatan. 

Salah satu bentuk dari kejahatan yang yaitu adanya tindak pidana 

perjudian. Menurut pasal 303 KUHP ayat 3 main judi berarti tiap-tiap 

permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada 

untung-utungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar 

karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala 

pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang 

tidak diadakan antar mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga 

segala pertaruhan lainnya. 

Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof, van Hattum, 
perjudian membuat asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi 
tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya, karena dibangkitkannya 
harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit 
harapan itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu 
perlu di hentikan."'^ 

Dalam hal jenis pennainan judi Tolo Gelap yang sebenamya legal pada 
waktu bemama PORKAS di susul TSSB/KSOB dan SDSB yang 
merupakan generasi terahir dari judi angka yang direstui oleh pemerintah 
kita. Pada era PORKAS, banyak dari saudara kita yang sangat tergila-gila 
dengan permainan ini , bahkan saking tergila-gilanya ada (banyak malah) 
diantara merelca yang sampai-sampai tidur di kuburan atau Iml-hal aneh 
lainnya hunya demi mendapatkan nomor j i t u . begilu pula setelah 
TSSB/KSOB dan SDSB. 

Wirjono Prodjodikoro, 2008, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika 
Aditama, Bandung, him. 283. 

Srkuncoro, Penomena Togel Gaya Baru, www. Asian Togel. Com. Diakses tanggal 
27 September 2014 
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Sebenamya perjudian Togel ini merupakan suatu kejahatan yang 

canggih karena menurut Bambang Waluyo Minimal ada delapan ciri-ciri 

kejahatan canggih yaitu sebagai berikut: 

1) Dapat dilakukan secara transnasionai, artinya melompaui batas-batas 
suatu Negara; 

2) Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik 
komputer, telepon, dan Iain-lain; 

3) Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih; 
4) Kerugian yang ditimbuikan dapat mencapai jumlah yang sangat 

besar; 
5) Sering kali belum tersedia norma hukum positifnya; 
6) Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk 

menanganinya; 
7) Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya; 
8) Disamping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intclijcn 

hukum untuk melacaknya.'*' 

Hal ini sesuai dengan metode penjualan dan pembeli togel dapat 

dilakukan melului berbagai macam sarana komunikasi bisa melalui telpon, 

dapat dilakukan secara transnasionai, dan kerugian yang ditimbuikan dapat 

mencapai jumlah yang sangat besar, kenudian disamping penyidikan dan 

penuntutan diperlukan intelijen hukum unluk melacaknya. 

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan 
istrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum {law 
enforcement). Hukum pidana seringkali digunakan untuk mcnyelesaikan 
masalah sosial dalam penanggulangan kejahalan khususnya masalah 
perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk 
patologi sosial. 

Melalui instrumen hukum pidana diupayakan perilaku yang melanggar 

hukum ditanggulangi secara preventif maupun refresif. Mengajukan ke depan 

Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika J akarta, him. 2. 

''̂  Kaitini Kartono, 2008, Patologi Sosial, jilid I , PT Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 
him. 57. 
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sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan bagi anggota masyarakat yang 

terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan lindakan yang represif. 

Adapun akibat dari perjudian itu sendiri adalah : 

a. Keamanan tidak kondusif; 

b. Sistem perekonomian; 

c. Sosial atau kemiskinan; 

d. Dan pecahnya hubungan keluarga. 

Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan 

nasional yang beraspek materiel-spiritual karena perjudian raendidik orang 

untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak 

"pemalas". Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja 

keras dan bermental kuat.'*^ Sangat beralasan kemudian judi harus segcra 

dicankan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena 

sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi 

sosial dari masyarakat/'^ 

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagaimana pembalasan 

dendam yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. 

Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar 

menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah 

konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai per^jeraan beiaka. 

namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di 

Indonesia disebut permasyarakatan. 

B. Simandjuntak, 2008, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsilo, 
Bandung, him. 352. 

Ihid. Mm. 354. 
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Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke had semakin marak. Masalah 

judi alaupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan 

yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan 

masyarakat, i lmu pengetahuan, teknoiogi dan globalisasi maka tingkat dan 

modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun 

kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bcrtentangan 

dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi 

penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 

Kcmudahan masyarakal untuk mcmperoleh informasi dari dunia luar 

dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknoiogi informasi dan sebagai 

dompak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk 

terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi 

bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. 

Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang 

diharapkan lagi, termasuk jud i dan perjudian. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan J'indakan polisi 

sebagai aparatur penegak hukum dalam memberantas judi online, untuk 

maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : 

TINDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR PENEGAK HUKUM D A L A M 

MEMBERANTAS JUDI DI PALEMBANG. 
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B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam 

memberantasjudi di Palembang ? 

2. Apa hambatan tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam 

memberantasjudi di Palembang ?. 

C . Ruang Lingkup dan Tujuan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan 

dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat 

pembahasan dalam peneiitian ini yang bersangkut paut dengan Tindakan 

polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam memberantasjudi. 

Tujuan Peneiitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

pengetahuan yang jelas tentang : 

1. Tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam memberantas judi 

di Palembang 

2. Hambatan tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam 

memberantasjudi di Palembang. 

D. Metode Peneiitian 

1. Jenis Peneiitian 

Jenis Peneiitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis peneiitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan peneiitian hukum yaitu peneiitian 

hukum sosioiogis empiris, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. 

2. Jenis dan Sumber data 
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Adapun jenis data yang digunakan dalam peneiitian ini adalah data 

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang terkait, jumal, hasil peneiitian, artikel dan 

buku-buku lainnya 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang 

diperoleh dari puslaka, antara lain : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas {authoritatij) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 

11 tahun 2008 tentang Ttransaksi Informasi Elektronik. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 

peneiitian. hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Polrcslas I*alcmbang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam peneiitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu melalui studi kepustakaan {library research) yaitu peneiitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan 

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil peneiitian 

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kailannya dengan 

permasalaliannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, 
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perundang-undangan, serto dokumen-dokumen yang terkait dalam 

penulisan skripsi in i . 

4. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

sistematis, Iogis, lidak lumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari 

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpuian dengan 

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku 

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu 

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, 

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

peneiitian. 

E . Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bub dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I , merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Peneiitian, Metode Peneiitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

Bab I I , merupakan linjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

erat kailannya dengan obyok peneiitian, yaitu ; Kepolisan dan Perjudian. 
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Bab I I I , merupakan pembahasan yang berkaitan dengan tindakan polisi 

sebagai aparatur penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang dan 

hambatan tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam memberantas 

judi di Palembang 

Bab I V berisikan Kesimpuian dan saran 



B A B I I 

TINJAUAN PUSTAKA 

A Pengertian Per judian D a n T i n d a k P idana Per judian 

Pada hekekatnya perjudian adalah bcrtentangan dengan agama, 

kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan 

negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Pequdian mempunyai dampak 

yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi 

muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di 

tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban 

manusia. 

Judi atau permainan " judi" atau "perjudian" menurut Kamus besar 

Bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagai 

taruhan"."^^ Berjudi ialah "Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam 

permainan tebokan berdasarkan kobctulan, dengan tiyuan mendapatkan 

sejumlah uang atau horta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta 

semula".̂ ^ 

Sedangkan menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUIiP menyatakan 

sebagai berikut: 

"Pennainan judi berarti harus diaitikan dengan artian yang luas juga 
termasuk segala pertaruhan tentang kalah mcnangnya suatu pacuan 
kuda atau Iain-Iain pertandingan, alau segala pertaruhan, dalam 

45 
Poerwadarminta, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Baiai 

Pustaka, Jakarta, him. 419. 
Ibid, Mm. 4\9. 

10 
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perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak 

ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator 

dan Iain-lain"/^ 

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang 

dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pencrtiban 

Perjudian disebutkan bahwa: 

"Yang disebul permainan jud i . adalah tiap-tiap pennainan, di mana 
pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada 
peruntungan beiaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau 
lebih mahir. Dt situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 
perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara 
mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 

pertaruhan lainnya." 

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah 

judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan 

yang salah bagi umal manusia. Sejalan dengan perkembangan kchidupan 

masyarakal, ilmu pciigelahuan, teknoiogi dan globalisasi maka tingkat dan 

modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualilas maupun 

kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelus-jelas bcrtentangan 

dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi 

penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 

Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan 

perbuatan judi , dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan 

menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai 

perbuatan yang tcrkuluk. 

Dali Mutiara, 2002, Tafsiran Kilah Undang-Undang Hukum Pidana, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, him. 220. 
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Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan 

yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik alau lidak patut 

dilakukan. Dengan demikian, menurut pengamatan penulis bahwa pendapat 

masyarakat tentang perjudian di dalam kchidupan masyarakat sehari-hari dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Golongan pertama yaitu masyarakat yang senang atau menerima 

judi atau perjudian; 

2. Golongan kedua yaitu masyarakat yang tidak senang atau 

menolak judi atau perjudian. 

Menurut agama khususnya agama Islam telah ditegaskan bahwa tidak 

menghendaki pcrbuatan judi , karena itu harus dihindari. Di saniping itu 

akibatakibat negatif yang ditimbuikan judi , sangat dirasakan sekali menimpa 

kepada umat manusia, lebih parah lagi akibat yang menimbulkan keruntuhan 

moral, sehingga dimana-mana timbul pencurian, pcrampokan. penodongan dan 

lain seba^ainya, yunu dapat menyebabkan kehancuron dan kcmuluraian yany 

menyedihkan. 

Semua akibat-akibat yang ditimbuikan karena judi, jika dibandingkan 

dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi atau dengan kata lain 

merehabilitasi masyarakat yang discbabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat 

negatif dari perjudian, biaya yang lebih besar/berat dari pada dana (hasil yang 

diperoleh). Mereka beranggapan pula bahwa tidak ada orang kaya dari judi. 

Demikianlah pandangan alau pcnilaian masyarakal yang menolak 

adanya judi dan di l i l ik beratkan pada akibat-akibat negatifnya, di samping 
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karena judi merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan dan harus 

dijauhi. 

B. L'nsur-Unsur Tindak Pidana I*orjudian 

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan 

mendasor dalam hukum pidana. Moeljatno lobih soring menggunakan kata 

perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau "Perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 

JO 

larangan tersebut". 

Unsur alau elenicn pcrbuatan pidana mcnurut MoeJjalno adaJah: 

1. Kelakukan dan akibat (perbuatan): 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
3. Keadaan tambahan yang membcralkan pidana; 
4. Unsur mcluwan hukum yang obyektif; 
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.'** 

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan 

sebutan Straf baar Feil sebagai, Een strafbaar gestelde onrechl matige, met 

schidd ver handstaande van een teori keningsvat huar person. Tindak 

pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsur yakni: 

Unsur obycktiftcrdiri dari: 

1. Perbuatan orang: 

2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut; 
3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut; 

Unsur subyektif: 

48 

Moeljatno, 2002, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, him. 63. 
^'/^/(/, him. 64. 



14 

1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab; 
2. Adanya kcsalahan yang mengiringi perbuatan/'''^ 

Menurut Van l lamcl . "Straf baar feit adalah kclakuan orang 

(mensc'lijke get/raging) yang dirumuskan dalani wel. yang bersifat melawan 

hukum, yang patut dipidana {slrafivaarding) dan dilakukan dengan suatu 

kesalahan".''' 

Berikut beberapa pendapat para sarjana hukum pidana mengenai 

pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana: 

1. E. Mezger 

Tindak pidana adalah kcscluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-
unsur tindak pidana mcnurut bcliau adalah: 
a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau 

membiavkan); 

b. Sifal melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subycktif); 

c. Dapat dipcrtanggung jawabkan kepada seseorang; 
d. Diancam dengan pidana; 

2. H , B . Vos 

Tindak pidana diartikan sebagai (dalam bahasa Belanda) '"Een 
strafbaar feit ist een men setijke gedraging waarop door de wet 
(genomen in de mime zin van wetfdijke bepaling) straf is gestled, een 
gedraging due, die in net algemeen (tenijer een uitsluit ingsgrond 
bestaat) op straffe verbodcn is'\ Sedang unsur-unsumya meliputi: 
a. Kclakuan manusia; 
b- Diancam pidana dalam undang-undang; 

3. J. Bauman 

Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, 
bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kcsalahan. 

4. W. P. J . Pompe 

Sudarto, 2000, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, him. 41. 

'̂ Mocijatno,Op.Cit., him. 56. 
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Tindak pidana adalah suatu pcrbuatan yang pcrilakunya dapat 
dikcnakan pidana/^ 

Dari pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut di 

atas maka dapal diambil suatu kcsimpulan yakni, "Tindak Pidana adalah 

pcrbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan 

tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut". 

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang 

di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di 

dalam mcngatur hubungan antar individu maupun hubungan antar 

kclompok. Hukum berusaha mcnjamin keadilan didalam pergaulan hidup 

manusia sehingga tercipta ketertiban dan keadilan. 

Berkaitan dalum masalah Judi utuupun perjudian yung .sudah semakin 

merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah 

sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah 

sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan 

merupakan tindak kriniinal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut 

serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi. 

Praklek perjudian mcnyangkut banyak pihak. polisi tidak bisa 

menangani sendiri. Sebagai contoh praktck permainan kctangkasan, izin 

yang dikeluarkan dibuha.s bersuma oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian 

hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang 

mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini , polisi selalu dituding 

Bambang Pocrnomo, 2007, Asas-asas Hukum Pidana. Dahlia Indonesia, Jakarta, 
hlni,89. 
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hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri 

tidak pemah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu 

penuntasan kasus perjudian. 

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 

tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut "Sebagai tindak pidana 

perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana 

perjudian pada dasamya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam 

KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian". 

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan 

adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana 

pe!;iudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. 

Ancaman hukuman yang berlaku sekarang temyata sudah tidak sesuai lagi 

dan tidak membuat pelakunya jera. 

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak 

perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah 

dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya 

ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat 

digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu: 

1. Porjudiun yung bukan merupakan lindak pidana kcjuhutan apabila 
pelaksanaannya telah mendapat ij in terlcbih dahulu dari pejabat yang 
berwenang. Seperti: 

Wantjik Saleh, 1998, Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, him. 69. 
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a. Casino dan petak scnibilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan 
Kelenteng Bandung; 

b. Toto (lotalisator) Grey Hound di Jakarta (dilulup I Oklobcr 
1978 oleh Pemcrinlah OKI) ; 

c. Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosial 
berhadiali, pusatnya ada di Jakarta. Di Surabaya ada undian 
Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba 
di Modun, Sampul Sumber Harapan di Jakarta, semuanya 
berhadiah 80 jula rupiah/^ 

Dari jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena 

sudah mendapat ij in dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah setempat 

dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang 

Undian. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang 

Undian menyatakan sebagai berikut; Undian yang diadakan itu ialah 

oleh: 

a. Ncgurn; 

b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, 

atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para 

anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga 

nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,-. 

Undinn ini harus diberitahiikan kepada Instansi Pemerintah y;ing 

berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah ij in untuk mengadakan undian 

hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum. 

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila 

pcluksanaannya tanpa mendapat ijin terlcbih dahulu dari pejabat yang 

berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya 

unlung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik 

Kartini Kartono. Op.Cir. hlin. 61. 

« 
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atau buruk, pemain-pcmain tidak hanya mempengaruhi permainan 

tersebut. 

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsumya 

sebagai berikut; 

a. Menggunakan kesempatan untuk main judi; 

b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. 

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama 

dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan 

ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana 

kurungan atau pidana denda paling banyak liga ralus rupiah. 

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling 

makin mcninugi; juga unsur ketcgangan, discbabkan oleh 

ketidakpastian untuk menang atau kalalr. Situasi tidak pasti itu 

membuat organisme semakin tegang dan makin gembira; 

menunibuhkan efek-efek, rasa had, renjana, iba hati, keharuan, nafsu 

yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah 

bemiain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi 

dengan kepcrcayaan aniniistik pada nasib peruntungan. 

iUada kcpercayaan sedemikian ini tampaktiya anakhronistik 

(tidak pada tcmputnya karena salah wuktu) pada abad mcsin sekarang 

namun tidak umng masih banyak melekat pula pada orang-orang 

modem zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian tidak terkendali 
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dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenai 

akan rasa jcra. 

C i Per jud ian Di t injau D a r i H u k u m Pidana 

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan 

subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi 

subjek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. 

Manusia selaku subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam 

menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang 

menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa 

tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang 

scbetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat 

menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang 

menyebabkan didalam masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi 

ketertiban dan ketentraman. 

Oleh karenanya hukum itu dibuat oleh penguasa yang berwenang 

untuk menuju kebaikan-kebaikan maka konsekuensinya setiap pelanggaran 

hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tcpal, panlas agar wibawa 

tegaknya hukum terjaga seperti halnya hubungan norma hukum terhadap 

pcmberantasan perbuatan perjudian di masyarakat. Hukum pidana yang 

berlaku sekarang ini sudah diusahakan unluk disesuaikan dengan 

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 lentang Peraturan 

hukum Pidana dan munculnya undang-undang pidana di luar W.V.S. 
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Menurut Bambang Poemomo, pengertian hukum pidana yaitu: 

"Pertama, hukum merupakan organ peraturan-peraturan yang 
abstrak, dan kedua, hukum merupakan suatu proses sosial unluk 
mengadakan tertib hukum dan mcngatur kepentingan masyarakat"/^ 

Melihat definisi hukum pidana dari pendapat ahli hukum pidana itu 

maka hukum pidana itu diadakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi 

seluruh anggota masyarakat sangat mengharapkan peranan hukum pidana 

dalam pergaulan hidup diantara sesama manusia, oleh karena itu dalam 

pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

Menurut Sudarto bahwa tiap-tiap Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana memuat 2 hal yang pokok: 

1. Pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang 
diancam pidana, artinya memuat syarut-syarat yang harus 
dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. 

Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada penegak 

hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang 

dapat dipidana; 

2. Kedua, KUHPidana menetapkan dan mengemukakan reaksi apa 
yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang 
dilarang. 

Dalam hukum pidana modem reaksi ini tidak hanya berupa pidana 

akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya. 

Solan,)Utnya karena tujuan hukum pidana mempunyai koitan dengan 

pemidanaan, maka sesuai dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 

Bambang Poemomo, Op.Cii, him. 17. 

Sudarto. OpCil.. Iilni. 92. 
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Pidana tahun 1972 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan 

pemidanaan adalah : 

1. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi penganyoman 
negaru, mo.syurakat dan pcnduduk; 

2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang 
berbudi baik dan berguna; 

3. Untuk menghilangkan noda-noda diakibatkan oleh tindak pidana; 

4. pemidanaan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia/^ 

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu 

tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (straafl) tetapi 

disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakan [maatregel). Jadi 

disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan ini pun merupakan suatu 

sanksi juga walaupun tidak ada pembalasan padanya. 

Bcgitu pula terhadap perjudian yang merupakan .saluh satu bentuk 

kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 

303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian 

tersebut diperberat. perincian pcrubahannya sebagai berikut: 

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana 

penjara selama-lanianya sepuluh tahun atau denda sebanyakbanyaknya 

dua puluh lima juta rupiah; 
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan 

meqindi Pasnl 303 bis K U H P , sedangkan ancaman pidananya diperberat 
yaitu; ayat ( \ ) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi 

pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak

banyaknya lima belas juta rupiah; 

57 ibid, him. 50. 

Ronili Almiisusniila. 2010, Teuri dan Kupilu Sdckla Kriminologi. PT Refika 
Aditama, Bandunii, him. 58. 
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Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah 

seperti berikut pennainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 

303 KUHP yang bunyinya: 

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau 

pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa 

tanpa mendapat izin: 

a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 

permainan judi dan mcnjadikannya sebagai pencaharian, atau 

dengan scngaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha i lu; 

b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada 

khalayak umum untuk bcmmin Judi atau dengan sengaja turut 

serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk 

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya 

sesuatu lata cara; 

c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. 

2) kaiau yang bcrsalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 

pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk mcnjalankan 

pencaharian itu. 

3) Yang disebut dengan permainan judi adulah tiap-tiap permainan, di 

mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada 

keberuntungan beiaka, juga karena pemainnya lebih leriatih atau lebih 

mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 

pcrlombaan atau permainan lain-lainnya yang lidak diadakan antara 
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mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 

pertaruhan lainnya. 

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu: 

Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling 

banyak sepuluh juta rupiah: 

Ke-1 : Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main jud i , 

diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303; 

Ke-2 : Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan 

umum alau di pinggiran maupun di tempat yang dapat dimasuki 

oleh khalayak umum, kecuali Jika untuk mengadakan itu ada 

izin dari penguasa yang berwenang. 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 

bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar jud i dan pemain yang 

ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah 

sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu. 

Melihal rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudali 

jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah 

memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi 

pidana yantf pelaksanaannya diproscs scsuui donigan hukum acara pidona. 

Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk 

ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di 

pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan 
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terselubung dan bcrancka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut 

yang sebenamya dilarang. 

I>. Tugua dun Kowvnun^un Kepolisian RcpubJJk Indonesia 

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia secara global 

menganut sistem Trias Poiltica tidak mumi, yang mana mengenai pembagian-

pembagian lingkup laku kekuasaan masing masing lembaga kekuasaan negara 

terbagi 3 (tiga) yakni lembaga eksckutif, lembaga legislatif dan lembaga 

yudikatif. 

Lembaga kekuasaan yang mempunyai peranan besar dalam penegakan 

hukum menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 yaitu lembaga yudikatif Salah satu lembaga 

jmdikatif yang turut andil dalam penegakan hukum itu sendiri yakni Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.^^ 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa 

kepolisian adalah segala lial-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

poiisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan baliwa anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

" Surayin, 2004, Tanya Jawab Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Yrama Widya, Bandung, hlni 42. 
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Selanjutnya ketentuan Pasal I ayat (3) Undang-undang Nomor. 2 l ahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa 

pejabat kepolisian Negara Rcpublik Indonesia adalah anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki 

wewenang umum. 

Pada mulanya posisi dan fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya 

tidaklah sebagaimana sekarang ini . Untuk sampai kepada posisi dan fungsi 

Kepolisian yang mandiri seperti sekarang, melalui proses yang cukup panjang. 

Guna memperoleh gambaran umum tentang corak yang mewarnai 

perkembangan Kepolisian kiranya dapat kita telaah dari uraian singkat sejarah 

KepoliHian berikut/ ' ' 

Sebelum Indonesia mengenai hukum acara pidana yang bersifat 

nasional, maka hukum acara pidana yang berlaku adalah HIR (Het Heeirzine 

Inlands Reglemenl) yang merupakan produk Hukum Belanda. 

Pada ketentuan Pasal 39 HIR menerangkan bahwa para pegawai 

penyidik atau juga disebut sebagai petugas yang ditugaskan menyidik 

kejahatan dan pelanggaran. diantaranya yaitu para pegawai polisi Republik 

Indonesia. 

Seiring dengan dirasakan perlu untuk mengadakan konsoiidasi 

sekedamya dalam tugas dan organisasi Kepolisian Negara sebagai alat revolusi 

dan sebagai penegak hukum diantara alat-alat revolusi dan penegak-penegak 

•̂"̂  Warsito Hadi ulonio, 2006, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi pustaka, 
Jakarta, him 68 
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hukum lainnya. maka pada tanggal 30 Juni 1961 diundangkanlah Undang-

undang Nomor. 13 Tahun 1961 tentang Kelentuan-ketentuan Pokok Kepolisian 

Negara. 

Pada ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1961 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara ada suatu makna 

tersirat, yakni menyiratkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia 

adalah penyelidik dan penyidik. Hal ini dapal diamati pada ketentuan Pasal 2 

ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kepolisian yang menyatakan bahwa dalam bidang peradilan 

mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-

ketentuan dalam undang —undang Mukum Acara Pidana dan Iain-lain peraturan 

negara. 

Kemudian ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian menyatakan bahwa penyidikan 

perkara dilakukan pejabal-pejabat Kepolisian tertentu, yang selanjutnya diatur 

dalam Peraturan Menteri. 

Akan tetapi seiring dengan pembangunan dalam bidang hukum, dan 

untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, 

maka ''Het Herziene Inlandsch Reglemenf serta peraturan pelaksanaannya dan 

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang 

hal itu berhubungan dengan hukum acara pidana dicabut karena tidak sesuai 

lagi dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-undang 

Nomor. 8 Tahun 1981 lentang Hukum Acara pidana. 
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pasal 14 ayat (1) huruf a, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan 

Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Akan tetapi, seiring dengan tuntutan era reformasi, keberlakuan 

undang-undang inipun tidak berlangsung lama. Alhasilnya, sejalan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan hukum, serta perubahan paradigma dalam 

sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara 

Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,maka 

Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan secara 

komprehensif dengan membentuk undang-undang baru yaitu Undang-undang 

Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pada ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat makna tersirat, 

yakni menyiratkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 

pcnyclidik dan penyidik. Hal tersebut tentunya dapat kita amati pada ketentuan 

pasal 14 oyat ( I ) huruf g, tontang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas 

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
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Pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 lentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.. Tugas pokok Kepolisian Negara Rcpublik 

Indonesia adalah : 

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas : 

a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 

b. Pegawai Negeri Sipil. 



BAB i n 

P E M B A H A S A N 

A . Tindakan polisi sebagai aparatur penegak bukum daiam memberantas 

judi di Palembang 

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai 

menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang yang 

kian ccpal. lierbagai kasus menggambarkan sulilnya penegak hukum mencari 

cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakal/' Bagaimana 

pun juga masalah perjudian, baik itu menguntungkan atau merugikan, tidak 

dapui dilcpaskun dcngun manusia dun pcrilakunya doJum kchidupan 

bcrmasyarakat. 

Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah 

di tengah masyarakat yang pcnuh dengan pcrsaingan dan krisis serla 

tekanan."*' 

Perilaku berjudi juga merehak dalam masyarakat Indonesia. Namun 

karena hukum yang berlaku di Indonesia lidak mcngijinkan adanya perjudian, 

muka kcgiutan Icrscbut dilukukun scciiru scmbunyi-sumbunyi. Perjudian 

dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. 

Bentuk-bentuk perjudian pun bcrancka ragam, dari yang tradisional seperti 
Eva Achjani Zulfa. Kclika Jaman Mcninggnlkan Hukum. Imp: www. 

pcmantaupcracJilan.com. diakses 20 f*ebruari 201.5. 

Hironnymus Jati. Kaum Miskin Mcngais Pendapatan Lewat Judi. 
http://www.rrcelisls.org/cgibin/list7list id"=untirtanct diakses 20 Pebruari 2015. 
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perjudian dadu, sabung ayam, pennainan kelangkasan, tcbak lagu sampai 

pada pcnggunaan teknoiogi canggih seperti judi melalui telepon genggam 

atau internet yang bahkan dijadikan sebagai lahan untuk melakukan 

perjudian. 

Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian perlu 

diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum 

pidana secara mcnyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatil'alau yang 

dikenal dengan kebijakan formulasi. Sebagaimana dikemukakan pada bab 

terdahulu bahwa kebijakan merumuskan dan menetapkan sanksi pidana 

dalam perundang-undangan, dapat juga diflcbut sebagai tahap kebijakan 

formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila 

dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalisasikan hukum 

pidana. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang 

menyatakan bahwa: 

Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis 

dilihat dari proses mcngopcrasionalkan sanksi pidana. Pada tahap ini 

dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan pemidanaan yang 

sekaligus scbagui landasan legislatir bagi tahup-tahap berikutnya, yaitu tahap 

penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana dan 

• 27 
oleh aparat pelaksana pidana. 

Pentingnya landasan legislatif bagi suatu kebijakan pemidanaan G.P 

Hoefnagcls mengemukakan sebagai berikul: 

Biirda Nawawi Ariel", Op.Cir., hlin 3. 
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"Saya setuju pandangan tentang efektivitas merupakan prasyarat untuk 
keabsahan dan merupakan unsur patut diperhitungkan dalam ha! 
pemidanaan, tetapi efektivilus itu sendiri bukan jaminan untuk adanya 
keadilan pidana dibatasi tidak hanya oleh efektivitas dan kegunaan 
tetapi terutama dibatasi oleh legalitas". 

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

legislatif atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya 

mengoperasionalisasikan sanksi pidana. Di samping menjadi landasan bagi 

tahap-tahap berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan 

pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu 

sejauh mana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat 

mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalom upaya 

penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana perjudian. 

Perumusan kebijakan formulasi dalam rangka menanggulangi tindak 

pidana perjudian tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian mengatur tentang sanksi pidana, 

yang berbunyi: 

"Meruhah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab 
Undang- Undang Mukum Pidana, dari hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
scmbilan puluh ribu rupiah meruudi hukuman pcryora selama-
lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh 
limajuta rupiah". 

Dari bunyi pasal tersebut di atas, masalah tindak pidana perjudian 

mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Dalam artian 

politik hukum masalah tindak perjudian menjadi prioritas untuk diberantas 

'Mbid., hlni.3 
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dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana atau media untuk 

prevensinya. 

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya 

penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau 

ketentuan yang menyempumakan K U H P . Maka terlebih dahulu akan dibahas 

tentang kebijakan kriminalisasi. 

Seperti yang telah dikemukakan di atas lahirnya Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan 

alau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah 

beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan 

penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur 

dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan. 

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 

KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana 
denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa 
mendapat izin; 
1) Dengan sengqja menawarkan atau momeberikan kesempatan untuk 

permainan judi dan mcnjadikannya sebagai pencaharian, atau 

dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu; 

2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada 

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta 
dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk 
menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya 
sesuatu tata cara; 

3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. 
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2) Kaiau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 
pencahariannya, maka daput dicabut haknya untuk mepjalankan 
pencaharian i lu . 

3) Yang disebut dengan permainan jud i adalah tiap-tiap permainan, di 

mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada 

keberuntungan beiaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih 

mahir. D i situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 
perlombaan atau permainan lain-lainnya yang lidak diadakan antara 
mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 
pertaruhan lainnya. 

Perbuatan yang dianggap sebagai bentuk tindak pidana kesusilaan 

dalam hal perjudian adalah menggunakan kesempatan main judi yang 

diadakan dengan melanggar Pasal 303 bis. Adapun kejahatan mengenai 

perjudian yang dimaksudkan tersebut dirumuskan dalam Pasal 303 bis yang 

rumusannya sebagai berikut: 

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 
denda paling banyak sepuluh jula rupiah; 

a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi , yang diadakan 
dengan melanggar ketentuan Pasal 303; 

b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan 

umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali j ika ada 

izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk 

mengadakan perjudian itu. 
2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada 

pemidanaan yang menjadi tctap karena saluh satu dari pelanggaran ini , 
dapat dikenakan pidana penjara puling lama enam tahun atau pidana 

denda paling banyak lima belas juta rupiah. 

Untuk melakukan kriminalisasi suatu perbuatan biasanya dilakukan 

melalui suatu proses yang diawali dengan penetapan suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau dipcrsamakan dengan orang, yang oleh 

undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 
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dengan sanksi. Proses ini berakhir dengan terbentuknya undang-undang di 

mana perbuatan diuncum dengan suatu sanksi yang berupa pidana.^'' 

Menurut Soedarto ada 2 pertanyaan yang perlu diperhatikan untuk 

melakukan kriminalisasi, yaitu: 

1. Apakah yang menjadi ukuran dari pembentuk Undang-undang untuk 
menetapkan suatu perbuatan menjadi perbutaan yang dapat dipidana. 

2. Apakah kriteriumnya bagi pembentuk undang-undang untuk 

menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang satu lebih 

tinggi dari pada ancaman pidana terhadap tindak pidana yang lain. 

Dari pendapat di atas tidaklah mudali mencntukan secara tepat 

ukuran dan kriteria datum melakukan kriminalisasi. Dikemukakannya 

persoalan tersebut dapat dijadikan suatu dasar pertimbangan yang rasional 

dalam melakukan suatu kebijakan kriminalisasi. 

Oleh pembentuk Undang-undang dalam praktek perundang-

undangan selama ini memang tidak pemah dipersoalkan mengapa suatu 

kejahatan perlu ditanggulangi dengan sanksi pidana, sehingga penggunaan 

sanksi hukum sebagai salah satu sarana politik kriminalisasi selama ini 

dianggap sebagai suatu hal yang wajar. 

Membicarakan kobdakan kriminalisasi yanu terdapat pada Undang-

Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian lebih lanjut akan 

diuraikan mengenai, ruang lingkup perbuatan yang merupakan tindak 

pidana perjudian. 

Soedarto, Op.Cit., hlm.32 

Ibid., him 34. 
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Menurut Adam Chazawi dalam rumusan kejahatan Pasal 303 

KUHP tersebut di alas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian 

Qiazardspel), dimuat dalam ayat (1): 

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan; 

2. Butir 2 ada dua macam kejahatan; dan 

3. Butir 3 ada satu macam kejahatan."^' 

Sedangkan ayai (2) memuat lentang dasar pemberatan pidana, dan 

ayat (3) menerangkan tentang pengerlian permainan judi yang 

dimaksudkan oleh ayat (1). 

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut diatas 

mengandung unsur tanpa izin. Tanpa unsur tanpa izin inilah melekat sifat 

melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan 

mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau j ika ada 

izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua 

perbuatan dalam rumusan terebut tidak lagi atau hapus sifat melawan 

hukumnya oleh karena itu tidak dipidana. 

Dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-

undang dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah 

atau pejabat pemerintah tertentu letap dapat melakukan pengawasan dan 

pengaturan tentang permainan judi . 

Admn Chazawi. 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafmdo, 
Jakarta, him 158 
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1) Kejahatan Pertama; 

Kejaliatan bentuk pertama dimuat dalam butir 1 yaitu: kejahatan 

yang melarang orang yang tanpa izin yang dengan sengaja menawarkan 

atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya 

sebagai mata pencaharian. 

Dengan demikian jenis kejahatan ini , terdiri dari unsur-unsur 

sebagai berikut : 

Unsur-unsur objeklif: 

a. Perbualannya menawarkan atau mcmbcrikan kesempatan; 
b. Objcknya: utuk bermain judi tanpa izin; 

c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian. 

Unsur subjektif: 

d. Dengan sengaja. 

Bentuk kejahatan yang pertama ini , si pembuat tidak melakukan 

bermain judi . Disini tidak ada larangan main judi . tetapi perbuatan yang 

dilarang adalah (atau) menawarkan kesempatan bermain jud i , dan (2) 

memberikan kesempatan bermain judi . Sementora itu, orang yang 

bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan 

pada Pasal 303 bis yang akan dibicarkan pada uraian kemudian. 

Ar t i "menawarkan kesempatan" bermain judi ialah si pembuat 

melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau 

mengajak orang-orang untuk bermain jud i dengan menyediakan tempat 

dan waklu tertentu. Pcrbuatan ini mengandung pengertian belum ada 
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orang yang bermain jud i . hanya sekedar perbuatan permulaan 

pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi 

(perbuatan kedua). 

Perbuatan "memberi kesempatan" bermain judi, ialah pembuat 

menyediakan pcluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat 

tertentu unluk bennain judi . Jadi disini telah ada orang yang bermain 

jud i . Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah alau kamar untuk 

orang-orang yang bermain judi . ' 

Perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi haruslah 

dijadikannya sebagai pencaharian. Artinya perbuatan itu dilakukan tidak 

seketika melainkan berlangsung lama dan dari perbuatan si pembuat 

demikian dia mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan 

untuk kehidupannya. Perbuatan itu baru bersifat melawan hukum apabila 

tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi atau pejabat 

pemerintah yang berwenang. 

Dalam kejahatan bentuk pertama terdapat unsur kesengajaan. 

Artinya si pembuat memang menghendaki untuk melakukan pcrbuatan 

menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain 

judi. Si pembuat sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi 

kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi , dan 

disadarinya bahwa perbualannya dijadikan sebagai pencaharian, artinya 

•'̂  Ibid., him. 160 



39 

dia sadar bahwa dari perbualannya itu dia mcndapatkan uang untuk biaya 

hidupnya. 

Sementara itu, unsur kesengajaan ini tidak harus ditujukan terhadap 

unsur tanpa izin. Artinya dalam hal si pembuat melakukan dua perbuatan 

yang dilarang itu tidak menjadikan syarat tentang bagaimana sikap 

batinnya terhadap tanpa izin, tidak disyaratkan bahwa dia harus 

menawarkan kesempatan dan mcmbcrikan kesempatan bermain judi 

tidak mendapatkan izin dari instansi atau pejabat yang berwenang. Hal 

ini dikarenakan letak unsur tanpa izin ini berada sebelum unsur 

kesengajaan dalam rumusan kejahatan. 

Kejahatan Kedua. 

Kejahalan kedua yang juga dimuat dalam butir 1, ialah melarang 

orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan 

alau usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur 

sebagai berikut: 

Unsur-unsur objcktif: 

1. Perbualannya; turut serta; 

2. Objek: dalam suatu kegaitan usaha permaianan judi tanpa izin; 

unsur Subjektif: 

3. Dengan scngaja. 

Pada kejahatan jenis kedua ini , perbuatan adalah turut serta 

(dcclmmcn). Artinya ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha 

permainan judi yang disebutkan pada bentuk pertama yang diterangkan 
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di atas, Apabila dihubungkan dongan bentuk-bontuk penyertaan yang 

ditentukan raenurut Pasal 55 dan 56 KUHP, pengertian turut serta 

menurut pasal ini lebih luas daripada sekedar turut serta pada bentuk 

pembuat peserta (medepleger). Pengertian dari perbuatan turut serta atau 

menyertai {deelnement) di sini selain orang yang melakukan perbuatan 

seperti yang dilakukan pembuat peserta (medepleger) menurut Pasal 55, 

juga termasuk pembuat pembantu [medeplictige) dalam Pasal 56, dan 

tidak mungkin sebagai pembuat penyuruh (doen pleger) atau pembuat 

pongarxjur iuU lokker), karena kedua bentuk yang disebutkan tcrakhir ini 

tidak terlibat secara fisik dalam orang lain melakukan perbuatan yang 

dilarang. 

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan 

usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk 

pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan 

kesempatan kepada orang untuk bermain judi sehingga orang tersebut 

mendapatkan uang atau penghasilan. 

Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah 

setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang 

untuk bermain jud i , yang terdiri dari kegiatan itu dia mendapatkan uang 

atau penghasilan."*"' 

" Wawancara dengan Kompol Suryadi, Kasat Reskrim Polresta Palembang 5 Maret 
2015. 
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Seporti Juga pada bontuk pertama, pada kojahotan jenis kedua ini 

terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada 

unsur perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaanya itu 

adalah dalam kegiatan permainan judi . 

Kejuhutan Kctiga. 

Kejahatan bentuk kctiga ialah 'melarang orang yang tanpa izin 

dengan scngaja menawarkan alau memberi kesempatan kepada khalayak 

umum untuk bermain jud i" . Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur: 

tJnsur-unsur objektif; 

1. Perbuatan; menawarkan dan memberi kesempatan; 

2. Objek: kepada khalayak umum; 

3. Untuk bermain judi tanpa izin; 

Unsur subjektif; 

4. Dengan sengaja 

Kejahatan perjudian yang ketiga ini , mirip sekali dengan kejahatan 

perjudian bentuk pertama. Persamaanya pada unsur tingkah laku, yakni 

pada perbuatan menawarkan kesempatan dan pcrbuatan memberikan 

kesempatan. Sedangkan perbedaannya, ialah sebagai berikut: 

1) Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan kesempatan dan 

perbuatan memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa. 

oleh karena ilu bisa termasuk seseorang alau beberapa orang 

tertentu. Tetapi pada bentuk yang ketiga tidak berlaku, j ika kedua 

perbuatan itu hanya ditujukan pada satu orang tertentu; 

2) Pada bentuk pertama secara tegas disebutkan bahwa kedua 

pcrbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian sedangkan pada 
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bentuk ketiga. tidak diNehutkan unsur dijadikan sobagul mata 

pencaharian/'' 

Khalayak umum artinya kepada siapapun, tidak ditujukan pada 

orang-perorangan atau orang tertentu. Siapa pun juga dapat 

menggunakan kesempatan untuk bermain judi . Pada bentuk kctiga 

terdapat pula unsur kesengajaan, yang harus dimjukan pada: (atau) 

melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberi 

kesempatan; (b) khalayak umum, dan (c) bermain jud i . Artinya, si 

pembuat menghendaki untuk mewujudkun kedua perbuatan itu di depun 

khalayak umum adalah untuk bermain judi. 

Akan tetapi kesengajaan pembuat tidak perlu ditujukan pada unsur 

tanpa izin, karena unsur tanpa izin dalam rumusan letaknya sebelum 

unsur kesengajaan. Artinya si pembuat tidak perlu menyadiiri bahwa di 

dalam melakukan pcrbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan 

kesempatan itu ia tidak mendapalkan izin dari instansi yang berwenang. 

4) Kejahatan Kecmpat. 

Kejahatan perjudian bentuk kecmpat dalam ayat (1) Pasal 303, 

adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan 

usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsumya adalah: 

Unsur-unsur Objektif: 

1. I'crhuatannya: turut serta; 

2. Objek: dalam kegiatan usaha pennainan judi tanpa izin; 

Adam Chazuwi, Op.Cil.. him. 164 
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Unsur subjektif: 

3. Dengan scngaja. 

Kejahatan bentuk keempat ini, hampir sama dengan kejahatan 

bentuk kedua. l*erbedaanya hanyalah pada kegiatan usaha perjudian yang 

dijadikan sebagai mata pencaharian itu. Akan tetapi pada bentuk kecmpat 

ini, pcrbuatan lurul sertanyu ditujukan pada kegiatan usaha perjudian 

yang bukan sebagai mala pencaharian. Demikian juga kesengajaan 

pembuat dalam melakukan turut sertanya ditujukan pada kegitan dalam 

melakukan pcrbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan 

memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum. 

5) Kejahatan Kdima. 

Bentuk kelima kejahatan mengenai perjudian ialah "melarang 

orang yang melakukan pcrbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa 

izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian." Dengan demikian. 

dalam kejahatan bentuk kelima ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 

a. Perbualannya; turut serta; 

b. Objek; dalam permainan judi tanpa izin; 

c. Sebagai mata pencaharian. 

Pcrbuatan matcriil turut serta (deelnemen) terdapat pada kejahatan 

bentuk kedua, keempat dan kclima. Pengertian perbuatan turut serta telah 

diterangkan secara cukup pada saat pcmbicaraan bentuk kedua, .sehingga 

tidak perlu diterangkan lagi. 
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Pada bentuk kelima ini , unsur dalam "menjalankan kegiatan usaha" 

tidak dimuat lagi. Artinya si pembuat di sini lidak ikut serta dalam 

menjalankan usaha permainan jud i . Menjalankan usaha adalah berupa 

perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan 

bermain judi . Pada bentuk kelima ini, si pembuat ikut terlibat bersama 

orang lain yang bermain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang 

melakukan usaha perjudian yang orang ini lidak ikut bermain jud i . 

Si pembuat dalam bermain judi tanpa izin haruslah dijadikannya 

sebagai mata pencaharian, artinya dari permainan judi in i dia 

mendapatkan penghasilan yang untuk keperluan hidupnya. Jadi tidak 
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dipidana apabila ia bermain judi hanya sebagai hiburan beiaka. 

Pada ayat (2) Pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan hak 

menjalankan pencarian bagi barang siapa yang melakukan lima macam 
kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan 

pencahariannya. Pada ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian yakni 

tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat 

untung bergantung pada peruntungan beiaka, dan juga karena 

permainannya terlatih atau lebih mahir. Dari rumusan di atas sebenamya 

ada bentuk perjudian, yakni sebagai berikut: 

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung 
pada peruntungan atau nasib beiaka. Pada macam perjudian in i , 

" Wawancara dengan Kompol Suryadi, Kasat Reskrim Polresta Palembang 5 Maret 
2015. 
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menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah 

bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja. 

Misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu; 

2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan 

sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterlatihan si 

pembuat. Misalnya permainan melempar bola, permainan dengan 

memanah, bermain bridge, atau domino. 

Dua pengertian perjudian di atas, diperluas juga pada dua macam 

pertaruhan, yaitu: 

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya 
yang tidak diadakan antara mcrckn yang berlomba atau bermain. 
Misalnya dua orang bcrtaruh tentang suatu pertandingan sepak bola 
antara dua kesebelasan, di mana yang satu bertaruh dengan menebak 
satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada 
kesebelasan lainnya. 

2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan dengan 
kalimat yang tidak mencntukan bentuk pertaruhan secara limitatif, 
maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan 
dalam segala hal maimpun adalah temiasuk perjudian. 

Seperti beberapa pennainan kuis untuk mcndapatkan hadiah yang 

dilayangkan pada tclevisi termasuk juga pengertian perjudian menurut 

Pasal ini . Tetapi pennainan kuis tidak termasuk permainan jud i yang 

dilarang, apabila terlcbih dahulu mendapatkan Izin dari inatansi atau 

pejabat yang berwenang. 

Kemudian jenis kejahatan perjudian dengan menggunakan 

kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303bis. 

Ketentuan dalam pasal ini semula adalah pelanggaran dan dirumuskan 

dalam Pasal 542 KUHP dan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 

tentang Penertiban Perjudian dirubali sebutannya menjadi pasal 303 bis. 
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ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam pasal 542 tersebut 

dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan/^ 

Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula 

berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp. 

4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau 

denda maksimum Rp. 10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

Mengenai kejahatan perjudian dimuat daiam ayat (1), sedangkan 

pada ayat (2) ponuulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. 

kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada 

butir 1 dan 2, yaitu: 
1. melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan 

yang diadakan dengan melanggar pasal 303; 
2. melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, dipinggir 

Jalan umum. atau ditempat lainnya yang dapal dikunjungi umum 

kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan 
perjudian i lu . 

1. Bentuk Pertama. 

Puda bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 

a. perbualannya: bermain jud i ; 

b. dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan 

melanggar pasal 303. 

Pasal 303 yang lelah dibicarakan di muka, di antara lima bentuk 

kejahatan mengenai perjudian, ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan 

Barda Nawawi Aricf. 2010, Hukum Pidam I (Pelengkap Bahan Kuliah), Get. I. 
Fenerbit Yayasan Sudarto. Semarang, him. 24. 
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materielnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan 

kesempatan, yakni: 

1. perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan 
untuk bermain judi untuk mata pencaharian. 

2. perbuatan untuk menawarkan kesempatan dan memberikan 
kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. 

Menurut penulis, dua kejahatan di atas j ika dilakukan, maka akan 

lerbuka kesempatan unluk bermain judi bagi siapa saja. Oleh sebab itu, 

barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain jud i , dia 

telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis yang pertama ini . Kejahatan 

pasal 303 bis tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada 

terwujudnya kejahatan Pasal 303. tanpa terjadinya kejahatan Pasal 303, 

kejahatan Pasal 303 bis tidak mungkin terjadi. 

Kejahatan memberi kesempatan seperti Pasal 303 di atas, bisa 

dilakukan oleh satu orang, karena si pembuat bukanlah orang yang 

bermain jud i . Akan tetapi, pada kejahatan menurut Pasal 303 bis, tidaklah 

dapat dilakukan oleh satu orang, karena perbuatan bermain judi tidak 

mungkin terwujud tanpa hadimya minimal dua orang. Kejahatan ini 

termasuk penyertaan mutlak. Penyertaan mutlak adalah suatu tindak 

pidana yang karena sifatnya untuk terjadinya mutlak diperlukan dua 

orang. Dalam kejahatan permainan judi ini , kedua-duanya 

dipertanggungjawabkan dan dipidana yang sama. 

2. Bentuk Kedua. 

Pada bentuk kedua terdapat unsur-unsur sebagai berikut; 

a. perbualannya ikut serta bermain judi ; 
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b. tempatnya: dijalan umum, di pinggir jalan umum dan tempat yang 

dapat dikunjungi umum; 

c. perjudian i lu tanpa izin dari penguasa yang berwenang. 

Apabila pada kejaliatan bentuk kedua dan bentuk kecmpat pasal 

303, perbuatan ikut serta atau turut serta dalam menjalankan usaha 

menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan perjudian, yang 

artinya tidak ikut bermain judi , pada kejahalan bcnluk kedua Pasal 303 

bis yang melakukan turut serta bermain jud i adalah si pembuat sendiri. 

Ikut serta bormaln Judi di sini adalah ikut serta yang lain dari Pasal 303. 

Pengertian perbuatan turut serta di sini adalah pengertian perbuatan turut 

serta (medeplegen) dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 

KUHP, di mana dua orang melakukan tindak pidana bersama-sama yang 

perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. 

Ukurannya ialali tanpa ada dua orang yang perbualannya sama-sama 

memenuhi semua unsur tindak pidana tidaklah mungkin tindak pidana 

terwujud secara sempuma. 

Apabila dua orang bermain judi di tempat yang disebutkan dalam 

bentuk kedua in i , yakni di jalan umum, di pinggir jalan umum atau 

ditempat yang dapat dikunjungi umum, kualilas dua orang itu sama 

pengertiannya dengan orang yang turut serta (medepleger) menurut Pasal 

55 ayat (1) butir 1 dalam pengerlian luas, di mana j ika yang satu 

bcrkwalitas sebagai pembuat peserta (medepleger), yang lain adalah 

pembuat pelaksana [pleger). Syarat orang yang lurul serta (pembuat 

peserta) dalam pengertian luas harus memenuhi dua syarat esensial. 
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yakni (1) kehendak pembuat peserta adalah sama dengan kehendak 

pembuat pelaksananya dalam hal untuk mcwujudkan tindak pidana, atau 

tindak pidana,dan (2) wujud perbuatan yang diperbuat oleh pembuat 

peserla ini sedikit atau banyak membcri andil atau sumbangan terhadap 

terwujudnya tindak pidana. 

Berdasarkan wawancara penulis pada Kasat Reskrim Polresta 

Palembang, tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam 

memberantasjudi di Palembang, yaitu : 

1. Tindakan preventif dengan cara melakukan pembinaan kamtibmas secara 

langsung kepada masyarakat; 

2. Tindakan represif apabila lindak pidana perjudian tersebut tertangkap 

tangan atau berdasarkan laporan masyarakat. 

B. Hambatan tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam 

memberantasjudi di Palembang 

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum 

mencakup ruung lingkup yung sangat luas, sebab menyangkut petugas pada 

Strata atas, menengah, dan bawah. Artinya didalam melaksanakan tugas-tugas 

penerapan hukum, petugas seharusnya memiliki pedoman, diantaranya 

peraturan yang tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya. 

Rcaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib 

sosial, bentuk rcaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-

persoalan dan ancaman kejahalan meningkat secara kuantitas dan kualitas. 

Pcngendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau 
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anggota masyarakat pada altematif pilihan yaitu penyesuaian atau 

penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran 

yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut 

kejahataii. 

Dalam mengungkapkan fakta tindak kriminalitas (kejahatan) secara 

tunlas, diperlukan berbagai ilmu dan pcngalaman, sarana ilmu dan cara-cara 

tehnis berdasarkan ilmu pengetahuan termasuk Kriminalistik, guna untuk 

mengungkapkan berbagai masalah yang timbul. misalnya mengenai peristiwa 

kejahatan apa, mengenai waktu dan tempatnya dilakukan oleh si pelaku, alat 

yang dipergunakan, siapa pelakunya bagaimana motivasi dan latar 

belakangnya, akibatnya (sasaran/objek dan akibatnya) beserta pengaruh yang 

ada pada sipelaku, cara perbuatan itu dilakukan (modus operandi), serta 

kerugian materil yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap korban dan 

lingkungan termasuk nyawa manusia. 

Dengan demikian sebenamya, meskipun Hukum Pidana dan Hukum 

Acara Pidana memegang peranan penting dalam penyelesaian penanganan 

masalah kasus kriminal, tetapi tidak berarti dengan mempergunakan kedua 

i lmu tersebut dalam mcnyelesaikan kasus kriminal selalu dapat menghasilkan 

suatu penyelesaiaan yang benar-benar tuntas, sehingga mencerminkan 

tegaknya kebenaran dan keadilan. 

Oleh karena itu penanganan kasus kriminal sebenamya tidak semata-

mata harus ditangani dari aspek yuridisnya saja, melainkan harus ditangani 

juga dari aspek telmis dan manusianya, oleh sebab itu salah satu aspek 
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kriminalitas adalah sebagai masalah manusia dan aspek yang lain adalah dari 

segi tehnis, maka ilmu-ilmu forensik amat membantu di dalam tugas-tugas 

tersebut guna mengungkapkan suatu kasus kriminal, supaya menjadi lebih 

jelas. 

Pihak kepolisian dalam hal ini tidak hanya memberantas atau 

menangkap pelaku perjudian, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor 

yang menyebabkan maraknya perjudian atau dengan kata lain mengapa 

masyarakat mempunyai kebiasaan bermain jud i . 

"yang menyebabkan maraknya perjudian di Palembang adalah karena 

perjudian merupakan suatu penyakit masyarakat, mudah dilaksanakan, kapan 

saja dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang akibat dari perjudian 

tersebut."^' 

Kemudian faktor yang menyebabkan seorang melakukan perjudian 

yaitu: 

a. Faktor ekonomi 

b. Pengangguran 

c. Budaya masyarakat 

d. Sifat pelaku itu sendiri yang ingin mendapatkan uang yang 

banyak tanpa mau bekerja keras." 

Wawancara dengan Kompol Suryadi, Kasat Reskrim Polresta Palembang 5 Maret 

2015. 
Wawancara dengan Kompol Suryadi, Kasat Reskrim Polresta Palembang 5 Maret 

2015. 
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Di sinilah peran polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan 

pidana merupakan pranata sosial yang melaksanakan fungsi pengadilan 

sosial. Dengan demikian bekerjanya polisi dalam masyarakat senantiasa pada 

satu pihak bertolak dari aluran-aluran hukum pidana dan hukum acara pidana 

yang berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakan hukum dalam 

bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan. Dalam hal ini peran 

kepolisian telah diatur dalam U U No. 2 Th. 2002 pada pasal 2, 13 dan 14, 

serta dalam K U H A P pada pasal 4 dan 6, ditegaskan untuk menjadi rangkaian 

pada proses peradilan dan memiliki wewenang melakukan penyelidikan. 

Menurut pasal 1 ayat 2 K U H A P Penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini unluk mencari serta mcngumpulkan bukti yang terjadi dan guna 

mencntukan tersangka. 

Dalam pasal 6 K U H A P penyidik adalah: 

a. p«d4bat polisi Nogara Republik Indonesia 

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang 

c. syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan 

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Rcpublik Indonesia atau 

Pejabat Pegawai Negeri lertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk untuk melakukan penyidikan (menurut Pasal 1 ayat (1) 

KUHAP) . Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut: 
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a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana; 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat; 

c. M e n y u r u h berhcnti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 

d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

e. Mengambit sidik jori dan momotrct seseorang ; 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara ; 

h. Mengadakan penghentian penyidikan ; 

i . Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 

Adapun yang dimaksud "tindakan lain" menurut K U H A P pasal 5 ayat 

1 huruf a angka 4 keadalah lindakan dari penyidik untuk kepentingan 

peny id ik^ dengan syarat: 

1) Tidak bcrtentangan dengan suatu aturan hukum; 

2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya 

tindakan jabatan; 

3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan 

jabutannya; 
4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; 

5) Menghormat i hak asasi manusia. 
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Kemudian alas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa; 

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 

penyitaan; 

2. pemeriksaan dan penyitaan surat; 

3. mengambil sidik jari dan menghadapkan seorang kepada penyidik. Pasal 

5 (1 ) KUHAP. 

Tugas dan kewcnangan penyidik tersebut dalum peluksunnannyu hurus 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi 

manusia j ika terjadi pelanggaran maka penyidik dapat dikenakan hukuman 

dan sanksi. 

Proses penyidikan dalam mengungkap perjudian ada beberapa faktor 

yaitu: 

a. Adanya sural/Iaporan dari masyarakat 

b. Tertangkap tangan 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasatreskrim Polresta 

Palembang, bahwasanya yang menjadi hambatan tindakan polisi sebagai 

aparatur penegak hukum daiam memberantasjudi di Palembang, antara lain : 

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perjudian sudah 

menjadi budaya discbagian ma.syarakat; 

2. jumlah Polisi sebagai aparatur penegak hukum masih sangat 

terbatas dibandingkan dengan wilayah yang harus dijangkau; 

3. Jenis Perjudian berkembang .sejalan dengan perkembangan 

Teknoiogi. 



BAB IV 

P E N U T U P 

A. Kcsimpulan. 

Beitoiak dari perumusan masalah dan uraian hasil peneiitian dan analisis 

yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan skripsi ini 

dapat diturik hobcrapa kcsimpulan. sebagai berikut : 

1. Tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam memberantas 

judi di Palembang, yaitu : 

a. Tindakan preventif dengan cara melakukan pembinaan kamtibmas 

secara langsung kepada masyarakal; 

b. Tindakan represif apabila tindak pidana perjudian tersebut 

tertangkap tangan atau berdasarkan laporan masyarakat. 

2. Hambatan tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam 

memberantasjudi di Palembang, antara lain : 

a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perjudian sudah 

menjadi budaya discbagian masyarakat; 

b. jumlah Polisi sebagai aparatur penegak hukum masih sangat 

terbatas dibandingkan dengan wilayah yang harus dijangkau; 

c. Jenis Perjudian berkembang sejalan dengan perkembangan 

Teknoiogi. 
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B. S a r a n 

1. Penanggulangan tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk kejahatan 

kesusilaan dalam perkcmbangannya tidak dapat ditanggulangi dengan 

kebijakan penal scniata. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur 

penal lebih menitikbcraikan pada sifat represif (pcnindasan atau 

pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Kedepannya juga seharusnya 

kobUakan-kobijukan yang borsilat preventif (mencegah) harus lebih 

diprioritaskan dengan tetap mengacu pada pola yang integral dan sistemik; 

2. Disarankan kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian, karena judi itu lebih 

banyak kalalinya dari pada menang, dan hal tersebut dilarang oleh hukum 
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